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MOTTO  

 

 

 

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah  

(Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
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ABSTRAK  

Nama : Suci Aulia Pratiwi. Z, NIM: SIP.162483; Analisis Fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam Menetapkan Peraturan Daerah 

kota Jambi. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan 

terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi 

dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa peran DPRD dalam penyusunan peraturan daerah 

Jumlah program pembentukan perda Kota Jambi tahun 2019 ada 17 Ranperda. 

Ranperda yang telah disahkan menjadi perda 11 terdiri dari ; Perda Rutin 

Tahunan 3 Ranperda, dan Perda Baru/Revisi 8 Ranperda. Raperda yang 

disampaikan oleh pihak pengusul 6 Ranperda. Target 2019 17 Ranperda dan 

yang Terealisasi 11 Ranperda.Dan pada tahun 2020, melalui badan hukum Setda 

Kota Jambi, mengusulkan 10 Perda dan akan segera dibahas. Selain itu ditambah 

satu perda inisiatif dari DPRD Kota Jambi. Adapun perda-perda yang diusulkan 

tersebut terdiri dua perda baru dan beberapa sisa perda pada tahun sebelumnya 

dan perda rutin lainnya. Kemudian faktor penghambat dalam penyusunan 

peraturan daerah tahun 2019-2020 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki 

kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah, 

anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga 

belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya keterbukaan informasi 

antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang didapatkan. 

 

Kata Kunci  : DPRD,Fungsi,Peraturan Daerah 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan 

terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi 

dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel. 

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dinyatakan bahwa: (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga 

perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Anggota DPRD 

kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota. 

Berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: 

(1)DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:  

a. pembentukan Perda provinsi;  

b. anggaran; dan  

c. pengawasan.  

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam 

kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. 
1
 

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

DPRD  menjaring aspirasi masyarakat.
2
 

                                                           
1
Undang-Undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,hlm 103 

2
Ibid,hlm104 
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Pelaksanaan fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD 

selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Sedangkan fungsi 

anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentangAPBD yang 

diajukan oleh Walikota. Dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui 

pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.Proses pembentukan 

perda tentulah tidak segampang yang dilihat. Banyak tahapan dan kriteria yang 

harus dilalui dan dipenuhi. Seperti diantaranya harus dilampirkan naskah 

akademik, yang merupakan media administrasi suatu perda.
3
 

Jumlah program pembentukan perda Kota Jambi tahun 2019 ada 17 

Ranperda. Ranperda yang telah disahkan menjadi perda 11 terdiri dari ; Perda 

Rutin Tahunan 3 Ranperda, dan Perda Baru/Revisi 8 Ranperda. Raperda yang 

disampaikan oleh pihak pengusul 6 Ranperda. Target 2019 17 Ranperda dan yang 

Terealisasi 11 Ranperda
4
. 

Dan pada tahun 2020, melalui badan hukum Setda Kota Jambi, 

mengusulkan sepuluh Perda dan akan segera dibahas. Selain itu ditambah satu 

perda inisiatif dari DPRD Kota Jambi. Adapun perda-perda yang diusulkan 

tersebut terdiri dua perda baru dan beberapa sisa perda pada tahun sebelumnya 

dan perda rutin lainnya. Seperti Ranperda tentang rumah susun dan Ranperda 

tentang penyetaraan modal ke Bank Jambi, yang merupakan usuklan perda baru 

tahun ini. 

                                                           
3
sumber tribunjambinews.com 

4
SkProlegda Kota Jambi tahun 2019 
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Kemudian beberapa Propemperda tahun 2019 seperti, Ranperda tentang 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Ranperda tentang penyelenggaraan dan 

kepemudaan, Ranperda penataan kecamatan dan kelurahan , Ranperda tentang 

kerjasama daerah, dan Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah. 

Ada beberapa permasalahan yang  sering terjadi dalam pembentukan dan 

proses pembahasan peraturan daerah di DPRD Kota Jambi antara lain persepsi 

dan pemahaman yang berbeda antara Pemerintah Daerah dengan Anggota DPRD,  

keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dalam 

perancangan peraturan daerah dan keterbatasan anggaran. Menurut Kapala Bagian 

Hukum dan Persidangan DPRD Kota Jambi Bapak Dwi Rekoniawan,SH 

mengatakan bahwa:  

ñDi Kota Jambi dalam pembentukan peraturan daerah terkendala 

dengan kurangnya pejabat fungsional sebagai perancang peraturan 

daerah, sehingga dalam penyusunan perancangan peraturan daerah 

tersebut masih mengandalkan keterlibatan instansi vartikal seperti 

Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Jambi dan Tenaga Ahli dari 

Universitas dan Perguruan Tinggi lainnya dalam pembentukan 

peraturan daerah tersebut.ò
5
 

Dan di DPRD Kota Jambi sampai tahun habis berjalan pihak pengusung 

belum menyampaikan karena tidak dilengkapi Naskah Akademik dan belum 

disampaikan ke DPRD sehingga menghambat pembentukan perda dan dilanjutkan 

pada tahun berikutnya.  

 

 

                                                           
5
Wawancara Bapak Dwi Rekoniawan,SH  Kepala bagian hukum dan persidangan DPRD 

Kota Jambi 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi yang berjudul ñANALISIS FUNGSI DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM 

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH (Periode 2019-2024). 

B. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah fungsi DPRD dalam pembahasan dan penetapan  Peraturan 

Daerah Kota Jambi? 

2) Apa kendala-kendala yang dihadapi  DPRD  Kota Jambi dalam 

pembahasan dan penetapan Perda ? 

3) Bagaimana solusi DPRD Kota Jambi dalam pembahasan dan penetapan 

Perda? 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya 

ilmiah sehingga memberikan hasil yang diinginkan, maka peneliti merasa perlu 

membatasi masalah yang akan dibahas, pembatasan penelitian ini perlu dilakukan 

agar pembahas tidak meluas dan menyimpang dari pokok pembahasan , serta 

untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, maka penulis 

membatasi penelitian ini hanya membahas tentang Fungsi DPRD Kota Jambi 

dalam menetapkan Peraturan Daerah (dari tahun 2019-2020 saja). 
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D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui bagaimanakah fungsi DPRD dalam pembahasan dan 

penetapan Perda Kota Jambi.  

2. Ingin mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi DPRD Kota Jambi 

dalam pembahasan dan penetapan Perda.  

3. Ingin mengetahui bagaimanakah solusi DPRD Kota Jambi dalam 

pembahasan dan penetapan Perda.  

Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkayakajian 

kepustakaan mengenai Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Jambi dalam menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbanagan 

pemikiran bagi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Sayriah UIN STS Jambi dan pemerintah kota jambi 

serta masyarakat umum mengenai Analisis Fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Jambi dalam menetapkan Peraturan DaerahKota 

Jambi. 

3. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan Fakultas Syariah khususnya 

jurusan Ilmu Pemerintahan dan dosen-dosen Fakultas Syariah lainnya. 

4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
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E. KerangkaTeori 

 Kerangka Teori merupakan uraian ringkas teori yang digunakan dan 

cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan peneliti.
6
 

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti menggunakan kerangka teori sebgai 

berikut: 

1. Teori Negara Hukum 

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia merupakan negara 

hukum. Konsekuensi negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) 

UUD 1945 ialah bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum (rechtstaat) 

dan bukan berdasarkan  kekuasaan (machstaat).  

 Menurut Juluis Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan 

istilah rechsstaat itu mencakup 4 (empat) elemen penting,yaitu ; 

a. Perlindungan hak asasi manusia; 

b. Pembagian kekuasaan; 

c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; 

d. Peradilan tata usaha negara.
7
 

2. Teori OtonomiDaerah 

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa yunani, auto yang berarti 

sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, 

otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, 

yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi 

                                                           
6
Sayuti Una,Pedoman penulisan skripsi(Edisi Revisi),(Jambi : syariah Press dan Fakultas 

Syariah IAIN STS Jambi)hlm,25 
7
. Dr.Ahmad Redi,S.H.,M.H,Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Jakarta:Sinar Grafika,2017),hlm 38 
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masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

RepublikIndonesia.
8
  

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam 

menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu 

aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan 

perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpaintervensi dari 

pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban  publik (masyarakat 

daerah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai 

konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam negara kesatuan 

(unitarisme), otonomi daerah ini diberikan oleh pemerintah pusat (central 

government), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari 

pemerintah pusat.Berbeda halnya dengan otonomi daerah di negara federal, 

yang otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian sehingga 

urusan- uruan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah 

                                                           
8
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintaha Daerah Pasal 1 ayat 5-6. 
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urusan yang diserahkan oleh negarabagian.
9
 

F. Kerangka Konseptual 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

a. Pengertian Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan 

terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi 

dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel.  

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dinyatakan bahwa: (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga 

perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Anggota DPRD 

pkabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota. 

b. Fungsi, Tugas dan Wewenang Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: 

1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:  

a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;  

b. anggaran; dan  

c. pengawasan.  

2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam 

kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. 10 

                                                           
9
Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi,,,.hlm.85-86 
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Undang-Undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,hlm 103 
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3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

DPRD  menjaring aspirasi masyarakat.11 

Pelaksanaan fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD 

selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. sedangkan fungsi 

anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD 

yang diajukan oleh Wali Kota. Dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui 

pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. 

Adapun tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur pada Pasal 154 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan 

bahwa: (1). DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: 

a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota; 

b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang APBD Kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda kabupaten/kota 

dan APBD kabupaten/kota; 

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikotakepada 

Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk 

mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; 

e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah 

kabupaten/kota; 
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Ibid,hlm104 
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f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 

g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gbupati/wali kota dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;  

h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain 

atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah 

kabupaten/kotai; dan12 

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalamketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan 

wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD 

kabupaten/kota tentang tata tertib.
13

 

a. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  

Pada Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: 

1. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:  

a. interpelasi; 

b. angket; dan 

c. menyatakan pendapat. 

2. Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 

hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada 

                                                           
12

Ibid,hlm 106 
13

Ibid,hlm107 
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bupati/walikota yang penting dan strategis serta berdampak luas 

pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

3. Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 

hak DPRD Kabupaten/Kota  untuk melakukan penyelidikan 

terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang 

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 

masyarakat,Daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Hak menyatakan pendapat sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c 

adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan pendapat 

terhadap kebijakan Bupati/Walikota atau mengenai kejadian luar 

biasa yang terjadi di Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan 

rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
14

 

b. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota 

Pasal 163 ayat Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa:  

1. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas; 

a) Pimpinan 

b) b.Badan Musyawarah 

c) c.Komisi 

d) d.Badan Pembentuka Perda Kabupaten/Kota 
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e) e.Badan Anggaran 

f) f.Badan Kehormatan 

2. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat 

paripurna. 

3. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh 

seketariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. 

4. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan,susunan,serta tugas 

dan wewenang alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota diatur 

dalam peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.
15

 

2. Peraturan Daerah (Perda) 

Bagir Manan di dalam Buku Hukum Administrasi Daerah karangan 

Ridwan mengatakan bahwa: Daerah otonom selaku lingkungan jabatan dilekati 

wewenang untuk mengatur (regelen) dan mengurus (besturen) urusan 

pemerintahan daerah atau urusan ruma tangga daerah (huishouding). Wewenang 

mengatur ada pada Pemerintaha Daerah (Pejabat administrasi negara) dan DPRD 

sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Bentuk peraturan yang dibuat oleh 

Pemerintah daerah dan DPRD adalah Perda yaitu peraturan yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi.
16

 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, 

wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan 
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Ibid,hlm 113 
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.Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, FH.UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 93 
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perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang 

dirumuskan dalam bentuk antara lain peraturan daerah, peraturan kepala daerah 

dan ketentuan daerah lainnya,
17

 yang disebut dengan produk hukum daerah.   

Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh 

daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Ditinjau dari sifatnya, produk hukum 

daerah dapat dibagi menjadi dua . Pertama, produk hukum daerah yang bersifat 

pengaturan . Kedua, produk hukum daerah yang bersifat penetapan.  

Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada tiga macam: peraturan 

daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Dalam 

praktiknya, peraturan daerah atau disingkat Perda dapat memiliki nama lain yang 

setara derajatnya, seperti Qanun di Aceh dan Perdasi di Papua. Sedangkan 

peraturan kepala daerah dapat berwujud peraturan gubernur, peraturan bupati, atau 

peraturan walikota.  Adapun produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah 

keputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah.  

Pembentukan peraturan daerah (perda), merupakan wujud nyata 

pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan merupakan salah 

satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah yang 

merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau 

bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.   

                                                           
17

.  Marisson, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakasa, Jakarta, hlm. 194 
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Di dalam Kamus Hukum pengertian peraturan daerah adalah ñPeraturan 

daerah disingkat Perda, adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 

Kepala Daerah.
18

 

Sedangkan Rozali Abdullah mengatakan bahwa: ñPerda ditetapkan oleh 

Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk 

menyelenggarakan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/ kabupaten/kota, serta 

tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerahò.
19

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa ñPeraturan Daerah yang 

selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda 

Provinsi dan Perda Kabupaten/Kotaò. Dan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa:  ñPeraturan Daerah 

Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotaatau nama 

lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerahò. 
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. M. Marwan & Jimm P, Op.Cit.,   hal. 506 
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 Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di propinsi maupun di 

kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan dan juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-

masing daerah. 

Sedangkan materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang  

terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal 

drafting  atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi 

dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 

khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

Secara umum materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi 

ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika diperlukan), 

ketentuan peralihan (jika diperlukan) dan ketentuan penutup. Materi muatan 

peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan 

daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman 
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pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 

50.000.000,00. 

Sedangkan azas-azas dalam pembentukan  peraturan daerah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas-

asas yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dibagi menjadi tiga 

bagian: 1) Asas-asas yang berkaitan dengan pembentuktan peraturan perundang-

undangan; 2) Asas-asas yang dikandung dalam ñmateri muatanò peraturan 

perundang-undangan; dan 3) Asas lain baik yang berkaitan dengan bidang hukum 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maupun 

hierarkinya.Sebagaimana dijelaskan berikut ini:  

a. Asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundangundangan 

yang baik meliputi: 

b. Asas Kejelasan Tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas (motivering 

beginsel) yang hendak dicapai (untuk apa dibuat peraturan perundang-

undangan). 

c. Asas Kelembagaan Atau Organ Pembentuk Yang Tepat, adalah bahwa 

setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang 

berwenang (baik di tingkat Pusat maupun Daerah). Peraturan perundang-

undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat 

oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Kalau undang-undang/Perpu 
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dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kalau peraturan di bawahnya 

dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. 

d. Asas Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan, adalah bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan 

perundang-undangannya. Jangan sampai materi muatan peraturan daerah 

untuk Undang-Undang atau sebaliknya. 

e. Asas Dapat Dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus memperhitungkan keberlakuan atau dapat 

dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut didalam 

masyarakat, baik secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis. 

f. Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan (efesien dan efektif), adalah 

bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-

benar dibutuhkan dan akan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena telah didukung oleh asas 

dapat dilaksanakan. 

g. Asas Kejelasan Rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa 

hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

h. Asas Keterbukaan, adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan 

pembahasan bersifat transparan dan terbuka. 



18 
 

 

Asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, 

meliputi : 

a. Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka 

menciptakan ketentraman masyarakat.  

b. Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan 

penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap 

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.  

c. Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa 

Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip 

negara kesatuan Republik Indonesia.  

d. Asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai 

mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.  

e. Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 

wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang 

dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila.  

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika, adalah bahwa Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, 
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suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang 

menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.  

g. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara tanpa kecuali.  

h. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan,  adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 

berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, 

antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.  

i. Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum, adalah bahwa setiap 

MateriMuatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.  

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan, adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu 

dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.  

k. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan 

maupun hierarkinya, antara lain:  

1. Dalam Hukum Pidana, 

Misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas 

pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;  
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2. Dalam Hukum Perdata, 

Misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, 

kebebasan berkontrak, dan iktikad baik. 

Asas-asas baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

maupun materi pembentukan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana telah dijelaskan diatas, sebaiknya menjadi pedoman bagi 

setiap orang yang terlibat dalam pembuatan perundang-undangan. 

Dengan pedoman dan pemahaman yang sama dari pihak-pihak 

yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan 

diharapkan dapat mengurangi perbedaan pendapat yang mungkin saja 

timbul dalam pembentukannya. 

3. Pembentukan PeraturanDaerah 

 Sebagai Negara Kesatuan yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan 

dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk 

pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.  

 Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang 

tertib, antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat 

perencanaan sampai dengan pengundangannya.  

 Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan 

berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan 

pembahasan, teknik penyusunan sertapemberlakuannya. 
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 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata 

ñprosesò yaitu : 

a. Urutan kejadian dalam perkembangansesuatu; 

b. Rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan suatu produk; 

c. Perkara dalampengadilan. 

 Kata ñpembentukanò berasal dari kata dasar ñbentukò. Dalam kKamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti proses, pembuatan, cara membentuk kabinet baru 

mendapat tantangan dari pihak oposisi. 

 Proses atau tata cara pembentukan suatu peraturan perundang- undangan 

daerah adalah suatu tahap kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan 

untuk membentuk peraturan daerah. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide 

atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang 

dilanjutkan dengan kegiatan perancangan dan penyusunan rancangan peraturan 

daerah baik oleh DPRD maupun Kepala Daerah, kemudia dilanjutkan dengan 

kegiatan pembahasan unruk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan 

Kepala Daerah, sampai pada tahap akhir, yaitu pengesahan dan pengundangan 

terhadap rancangan peraturan daerah tersebut
49

 sehingga bisa berlaku sebagai 

peraturan daerah sebagai suatu regulasi yang digunakan dalam pedoman peraturan 

di daerah tersebut. 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 

Daerah. Dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah Undang- Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 236 

s/d pasal 257) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-

undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan 

yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal 

tertentu peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak 

didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi 

dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. 

Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah wajib 

membentuk peraturan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut,  peraturan daerah 

dalam hal ini dibentuk oleh DPRD bersama dengan persetujuan kepala daerah. 

Peraturan daerah memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, materi muatan peraturan daerah dapat berupa materi muatan 

lokal sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 
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Pembentukan peraturan daerah mencakup tahapan sebagai berikut 

(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan): 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, dilakukan dalam suatu Program 

pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dalam rangka 

penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, 

terarah, dan terpadu. 

b. Penyusunan 

Merupakan teknik atau cara-cara untuk membentuk peraturan 

perundang-undangan yang baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 64 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan bahwa penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan 

Peraturan Perundang- undangan. 

c. Pembahasan 

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD 

bersama dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan 

bersama. Adapun dalam hal pembahasan dilakukan melalui tingkat-

tingkat pembicaraan. 
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d. Pengesahan ataupenetapan 

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama 

DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 

kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

e. Pengundangan 

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dimana 

pengundangan tersebut dilakukan oleh Seketaris Daerah. Peraturan 

Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat sejak 

tanggal diundangkan, kecuali ditentukan didalam perda yang 

bersangkutan.
20

 

G. TinjauanPustaka 

Untuk mengetahui sejauh mana penelitian tentang Fungsi Legislasi DPRD 

Kota Jambi dalam menetapkan Perda, peneliti telah melakukan tinjauan terkait 

sejumlah penelitian yang mempunyai tema hampir sama. Namun demikian kajian 

tentang peran DPRD dalam menetapkan  perda telah banyak dilakukan, 

diantaranyayaitu: 

Skripsi Rizky Prima Yunas ñPeranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009ï2010ò. 

menyimpulkan bahwa Kinerja DPRD (Dewan Perwkilan Rakyat Daerah) Kota 

Padang dalam hal pelaksanaan Fungsi Legislasi masih kurang, hal ini terlihat dari 

jumlah perda yang direncanakan akan  dirampungkan  oleh DPRD Kota Padang 

                                                           
20

Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan 
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tetapi tidak mampu  dirampungkan  dan Peraturan Daerah yang berhasil 

dirampungkan hanya peraturan daerah yang berasal dari pemerintah kota dan 

perda hak inisiatif DPRD hanya diam ditempat begitu saja.
21

 

Kemudian Sri Sahlawati dalamñStudi Analisis terhadap Peranan DPRD 

Kota Bekasi Dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publikò. Menjelaskan tentang pengawasan DPRD 

Kota Bekasi terhadap peraturan daerah pelayanan publik yang masih kurang 

maksimal, dengan alasan bahwa perda yang dihasilkan DPRD itu banyak, 

sehingga sulit untuk mengontrol pengawasan tiap peraturan daerah. Namun 

DPRD melakukan pengawasan pelayanan public dengan melakukan kunjungan 

kerja ke instansi terkait dari BPPT, Dinas sampaiKelurahan.
22

 

Dari skripsi yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat perbedaan yang 

akan diteliti, yaitu dalam penelitian ini pada fungsi legislasi DPRD Kota Jambi 

dalam pembahasan dan pembentukan Peraturan Daerah di Kota Jambi (periode 

2019-2024)  Penelitian saya berfokus terhadap Fungsi Legislasi DPRD dalam 

Pembahasan Dan Penetapan  Peraturan Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan 

urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan 

DPRD dalam menyelenggara Pemerintah Daerah membuat Perda sebagai dasar 

hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan 

kondisi dan aspirasi masyarakat. 

 

                                                           
21

  Skripsi Rizky Prima YunasòPeranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang 

Dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi Perriode 2019-2020) 
22

 Skripsi Sri Sahlawati ñStudi Analisis terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi Dalam 

Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Publikò 
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Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam pembentukan Peraturan Daerah 

dituntut mengutamakan kepentingan masyarakat, untuk itu diharapkan adanya 

kerjasama yang maksimal antara kepala daerah Walikota dengan DPRD sehingga 

menghasilkan suatu perda yang mempunyai aspek keadilan kemanfaatan dan 

kepastian hukum bagi masyarakat. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk 

meneliti hal tersebut supaya bisa menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat 

umum dan khususnya bagi peneliti sendiri 
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BAB II  

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian berasal dari kata "metode" yang artinya cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu, dan "penelitian" adalah suatu kegiatan untuk mencari, 

mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi 

dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu rangkaian 

langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis guna 

mendapatkan suatu pemecahan terhadap masalah yang diajukan.
23

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian kualitatif, menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan 

sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam 

kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari 

sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan 

mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan 

menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.
24

Oleh 

karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh peneliti beradasarkan tujuan 

penelitian yang ingin mendapatkan gambaran Analisis Fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Jambi  (periode 2019-2024). 

Berkaitan dengan metode penelitian disini peneliti menggunakan beberapa 

perangkat penelitian untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai 

berikut : 

                                                           
23

 Cholid Narbuko, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997) 

hlm.1 
24

Nawawi Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada 

University Press, 1992), hlm. 209 
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A. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini bertempat di DPRD Kota Jambi dan penelitian ini dimulai 

pada 28 Mei 2020 Paal Lima, Kec.Kota Baru, Kota Jambi. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang besifat kualitatif. Penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis empiris. 

Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau 

pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian 

hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu 

yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari 

semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan 

dari berbagai sumber. Dengan pendekatan ini, maka peneliti akan menilai 

pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam 

menetapkan peraturan daerah kota jambi (periode 2019-2024)  
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C.Jenis Dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data primer merupakan data yang diperlukan dalam penelitian, yang 

diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, 

atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. 
25

 

Data primer yang diteliti yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri atas : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 

c. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 

d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Nomor 1 

Tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi 

e. SK Prolegda Kota Jambi tahun 2019-2020 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain 

sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian 

yang diteliti. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, baik berupa 

dokumen-dokumen resmi maupun bahan perpustakaan lainnya.
26

 Walaupun data 

tersebut diperoleh dari orang lain atau dokumen pendukung sumber data pertama. 

                                                           
25

Sayuti Una,Pedoman penulisan skripsi(Edisi Revisi),(Jambi : syariah Press dan Fakultas 

Syariah IAIN STS Jambi)hlm,. 34. 
26

Sayuti Una,Pedoman penulisan skripsi(Edisi Revisi),(Jambi : syariah Press dan Fakultas 

Syariah IAIN STS Jambi)hlm,35 
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Misalnya data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari dokumentasi 

dari kantor DPRD Kota Jambi seperti : 

a) Sejarah singkat Kota Jambi 

b) Struktur Kepemimpinan DPRD Kota Jambi 

c) Visi dan Misi DPRD Kota Jambi 

d) Program Pembentukan Perda Kota Jambi tahun 2019-2020 

e) Sumber Data 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah dimana data diperoleh, Sedangkan sumbeer data dalam 

penelitian ini orang yang meliputi : 

a) Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah(Bapemperda) Anggota 

DPRD Kota Jambi Komisi IV 

b) Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota 

Jambi 

c) Kasubbag Produk Hukum  

d) Kepala Bagian Hukum dan Persidangan. 

D.Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk 

keperluan penelitian. Menentukan metode yang digunakan untuk pengumpulan 

data menjadi penting untuk dilakukan. Dalam pengumpulan data kualitatif, 

metode yang dapat digunakan diantaranya: 
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1. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti 

mencatat informasi selama penelitian.
27

 Metode observasi ini peneliti memilih 

jenis observasi partisipatif yaitu observasi yang sekaligus melibatkan diri 

mengikuti Rapat Pansus(Panitia Khusus) yaitu rapat dengar pendapat dalam 

membahas raperda tahun 2020 tentang Rumah Susun yang berlangsung Selasa, 09 

Juni 2020 di DPRD Kota Jambi. Hal ini agar memudahkan peneliti memperoleh 

data atau informasi dengan mudah dan leluasa. 

2. Wawancara  

Wawancara yaitu mencoba mendapatkan keterangan/pendapat secara 

langsung dari seseorang responden atau informan.
28

 Teknik wawancara dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan 

telah disusun. Wawancara ini dilakukan peneliti terhadap Ketua Bapemperda, 

pimpinan pansus, kasubbag produk hukum dan kepala bagian hukum dan 

persidangan di DPRD Kota Jambi. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data lainnya yang akan digunakan peneliti adalah 

dokumentasi, di mana peneliti akan mengumpulkan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa 

                                                           
27

. W Gulo, Metode Penelitian, Cet ke-1, ( Jakarta : PT. Grafindo, 2002), hlm. 116. 
28

.Kenjoro Nengrat, Metode Wawancara Dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat 

(Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1993), hlm.129.  
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catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.
29

 Dokumentasi 

penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan Ketua Ketua 

Bapemperda, pimpinan pansus, kasubbag produk hukum dan kepala bagian 

hukum dan persidangan di DPRD Kota Jambi. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah tentang Fungsi 

DPRD Kota Jambi dalam menetapkan Peraturan Daerah dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Sugiyonomengatakan analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.
30

 

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

a.Analisis Domain 

Analisis ini biasanya dilakukan memperoleh gambaran/pengertian yang 

bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus/ 

pokok permasalahan yang diteliti. Analisis domain dalam penelitian ini digunakan 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan  Proses pembentukan perda 

                                                           
29

. Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2007), hlm 
30

. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 335  
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tentulah tidak segampang yang dilihat. Banyak tahapan dan kriteria yang harus 

dilalui dan dipenuhi. Seperti diantaranya harus dilampirkan naskah akademik, 

yang merupakan media administrasi suatu perda. 

b. Analisis Taksonomi 

Analisis ini adalah analisis yang lebih rinci dan mendalam, fokus penelitian 

terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan 

atau menjelaskan fenomena fokus yang diambil yang menjadi sasaran semula 

dalam penelitian. Jadi, Analisis taksonomi ini digunakan dalam menganalisis 

lebih mendalam yang dibatasi oleh analisis domain. 

c. Analisis Komponensial  

Analisis ini baru digunakan setelah penelitian mempunyai cukup banyak 

fakta atau informasi dari hasil wawancara dan observasi yang melacak kontras-

kontras tersebut oleh peneliti dianalisis atau dicarikan dimensi yang 

mewadahinya.
31

 Analisis komponensial ini digunakan setelah adanya analisis 

domain dan analisis taksonomi yang merupakan jawaban paling domain, yakni 

alternatif terakhir yang dijadikan sandaran untuk menjawab permasalahan-

permasalahan tentanga Analisis Fungsi Legislasi DPRD Kota Jambi dalam 

menetapkan Perda Kota Jambi. 
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 Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasinya, (Malang: YA3, 1990), hlm. 

47. 
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F.Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian 

di lapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terdiri dari 

tabel jadwal penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1 

NO Kegiatan 

Tahun 2019 

Maret  Juni Agustus November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pengajuan 

judul 
      x 

 
                             

2 
Pembuatan 

proposal 
          

x

  
            

 
             

3 
Perbaikan 

proposal 
      

 
          

 

x 
                   

No Kegiatan 

Tahun 2020 

Januari Mei Juni Juli  Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 
Seminar 

Proposal 
x       

 
                             

5 
Surat izin 

riset 
          

 

x 
      

 
                   

6 
Pengumpulan 

Data 
       x             

8 
Pembuatan 

laporaan 
                                       

9 

Pengolahan 

data dan 

analisis data 

              
 

 

  
          

 
         

7 

Bimbingan 

dan 

perbaikan 

                  
 

 

  
           x      

 

Catatan : Jadwal berubah sesuai waktu 
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BAB III  

GAMB ARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN  

A. DESKRIPSI KOTA JAMBI  

1. Sejarah Kota Jambi 

 Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai 

pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur 

Sumatera nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian ditingkatkan 

menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1956 

tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah 

provinsi Sumatera Tengah.Kemudian kota Jambi resmi menjadi 

ibukota provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-

undang nomor 61 tahun 1958. 

2. Letak Geografi dan Demografi Kota Jambi 

 Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1986, luas wilayah 

administratif pemerintah kota Jambi adalah Ñ 205.38 kmĮ, secara 

geomorfologis kota ini terletak di bagian barat cekungan Sumatera bagian 

selatan yang disebut sub-cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah 

di Sumatera bagian timur.  

 Kota Jambi merupakan kota dengan jumlah penduduk paling 

banyak di provinsi Jambi, sekitar 17% dari keseluruhan populasi penduduk 

provinsi Jambi. Kota Jambi terdiri dari 11 Kecamatan yaitu: 

- Danau Teluk  - Danau Sipin 

- Jambi Selatan  - Paal Merah 

https://id.wikipedia.org/wiki/28_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1401
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1946
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/6_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1957
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
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- Jambi Timur 

- Jelutung 

- Kota Baru 

- Pasar Jambi 

- Pelayangan 

- Telanai Pura 

- Alam berajo 

B. Gambaran Umum DPRD Kota Jambi 

1. Struktur Kepemimpinan DPRD Kota Jambi  

 Adapun Struktur Kepemimpinan DPRD Kota Jambi Periode 2019-

2024 adalah sebagai berikut : 

No. NAMA  JABATAN 

1  Putra Absor Hasibuan,SH Ketua DPRD Kota Jambi 

2 Ir.M.A Fauzi Wakil Ketua DPRD Kota Jambi 

3 RR.Nully Kurniasih Kawuri,SE Wakil Ketua DPRD Kota Jambi 

4 Pangeran HK. Simanjuntak,se,m.si Wakil Ketua DPRD Kota Jambi 

5 Muhammad Yasir,Spd,M.M Anggota 

6 H.Muslim Anggota 

7 Umar Paruk,A.Md Anggota 

8 Eko Setiawan,SE Anggota 

9 Kasiono Anggota 

10 Daemawan,S.E Anggota 

11  Suprapti,SE Anggota 
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12  Maria Magdalena,S.S Anggota 

13  Frans Sugama Tambunan,SH Anggota 

14  Sutiono,ST Anggota 

15  Junedi Singarimbun,SE Anggota 

16  Hj.Hendriani,S. Pd Anggota 

17  H.Muhammad Nasir,SE Anggota 

18  M.Fuad Safari,S.Sos.I Anggota 

19  Abdul Rauf Anggota 

20  Syyofni Herawati,SP Anggota 

21  Muhammad Fahri Anggota 

22  Abdullah Thaif,A.Md Anggota 

23  H.Jefrizen,SE Anggota 

24  Absar Suriwansyah,SH.,M.Kn Anggota 

25  Maya Fitriah Siregar Anggota 

26  Martua Muda Siregar,SP Anggota 

27  H.Jasrul,S.Ag Anggota 

28  Ir.Anti Yosef Anggota 

29  Kurniawansyah,SH Anggota 

30  H.Muhammad Zayadi,S.Pt Anggota 

31  Hizbullah,S.Si Anggota 

32  Joni Ismed,SE Anggota 

33  Kemas Farid Alfarelly,SE Anggota 
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34  Saiful,SH Anggota 

35  Muhilli Amin,SH Anggota 

36  H.Novrial,SH Anggota 

37  Achmad Rasid Anggota 

38  Sartono,SH.,M.Hum Anggota 

39  Naim,SH Anggota 

40  Suherman,SE Anggota 

41  Padlan,SP Anggota 

42  Ambo Lau,BE Anggota 

43  Sri Fatmawati,Amd Anggota 

44  Muhammad Redho Kurniawan,SH Anggota 

45  Risko El Windo Al Jufri,SH.,MKn Anggota 

 

2. Visi Misi DPRD Kota Jambi 

a. Visi DPRD Kota Jambi 

Adapun Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Jambi adalah : ñTerwujudnya peran Seketariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Yang 

Bermutu Kualitas Untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.ò 

b. Misi DPRD Kota Jambi 

Sebagai bentuk nyata dari visi diatas, ditetapkan mulai 

Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi yang 
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menggambarkan hal yang lebih nyata dari pertanyaan misi yang 

terlaksana dengan baik, Untuk memenuhi visi tersebut, maka 

Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi yaitu 

menetapkan 4(empat) misi yaitu : 

Å Meningkatkan penyiapan dan pengendalian efektivitas produk 

Å Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang 

didukung oleh srana dan prasarana yang memadai 

Å Meningkatkan pelayanan administrasi sesuai peraturan yang 

berlaku 

Å Meningkatkan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan 

kegiatan DPRD. 

3. Fungsi,Tugas dan Wewenang dan Komisi-Komisi DPRD Kota Jambi 

a. Fungsi DPRD Kota Jambi 

Adapun fungsi DPRD dan bentuk  termasuk fungsi DPRD Kota 

Jambi adalah sebagai berikut; 

DPRD mempunyai fungsi: 

Å Fungsi Legislasi yaitu Pembentukan Peraturan Daerah;  

Å Fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBD; dan  

Å Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan 

Walikota dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
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b. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Jambi 

Adapun Tugas dan Wewenang DPRD dan bentuk  termasuk 

fungsi DPRD Kota Jambi adalah sebagai berikut; 

1) membentuk peraturan daerah bersama Walikota;  

2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan 

daerah mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang 

diajukan oleh Walikota;   

3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 

dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;  

4) memilih Walikota dan wakil walikota atau Wakil walikota dalam 

hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan lebih 

dari 18 (delapan belas) bulan;  

5) mengusulkan   pengangkatan   dan   pemberhentian  Walikota 

dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau 

pemberhentian; 

6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah 

Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;  

7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;   

8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah;    
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9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan 

daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat 

dan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan;  

10) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
32

 

4. Alat Kelengkapan DPRD Kota Jambi 

 Adapun Alat Kelengkapan DPRD dan bentuk  termasuk fungsi 

DPRD Kota Jambi adalah sebagai berikut; 

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: 

a. Pimpinan DPRD; 

b. Badan Musyawarah;  

c. Komisi;  

d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. 

e. Badan Anggaran;  

f. Badan Kehormatan; dan 

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat 

paripurna. 

(2) Alat kelengkapan DPRD  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf 

a sampai  dengan huruf f bersifat  tetap. 

(3) Alat kelengkapan  lain sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf g 

berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap. 
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(4) Dalam menjalankan  tugasnya, alat kelengkapan DPRD  dibantu oleh 

sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau  tim ahli. 

(5) Badan musyawarah, komisi, BapemPeraturan Daerah,  badan 

anggaran, dan badan kehormatan  dibentuk oleh DPRD pada awal 

masa jabatan  keanggotaan  DPRD. 

(6) Pembentukan  alat kelengkapan  DPRD ditetapkan dengan keputusan 

DPRD 

5. Komisi-Komisi DPRD Kota Jambi 

Adapun Komisi DPRD dan bentuk  termasuk fungsi DPRD Kota 

Jambi adalah sebagai berikut; 

Komisi DPRD Kota Jambi terdiri dari : 

a) Komisi  I  Bidang Pemerintahan meliputi : 

1) Pemerintahan; 

2) Ketertiban Umum; 

3) Kependudukan; 

4) Penerangan/Pers  

5) Hukum dan Perundang-undangan; 

6) Kepegawaian dan Aparatur; 

7) Perizinan; 

8) Sosial Politik; 

9) Organisasi Masyarakat; 

10) Pertahanan; 

11) Aset Daerah. 
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b) Komisi II  Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi : 

1) Perindustrian Peraturan Daerah dagangan, dan Koperasi; 

2) Pertanian, perikanan, peternakan, Perkebunan, Kehutanan; 

3) Ketahanan Pangan dan Logistik; 

4) Pariwisata; 

5) Keuangan Daerah; 

6) Perpajakan, Retribusi, dan Perbankan; 

7) Perusahaan Daerah (BUMD); 

8) Perusahaan Patungan;      

9) Dunia Usaha dan Penanaman Modal; 

10) BUMN. 

c) Komisi  III   Bidang Pembangunan meliputi : 

1) Pekerjaan Umum; 

2) Tata Kota; 

3) Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi; 

4) Kebersihan dan Pertamanan; 

5) Pertambangan dan Energi; 

6) Perumahan Rakyat; 

7) Lingkungan Hidup; 

8) Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tata Ruang 

9) Kebakaran. 
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d) Komisi  IV  Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : 

1) Ketenagakerjaan; 

2) Pendidikan; 

3) Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi; 

4) Kepemudaan dan Olah Raga; 

5) Agama; 

6) Kebudayaan; 

7) Sosial; 

8) Kesehatan dan  Keluarga Berencana; 

9) Peranan Wanita; 

10) Transmigrasi;        

11) Yayasan dan LSM; 

12) Pencegahan dan Penanggulangan Judi, Prostitusi dan Narkoba.
33

 

6. Susunan Lengkap AKD DPRD Kota Jambi 

a. Komisi I 

Ketua  : Absar Surwansyah 

Wakil  :Sartono 

Seketaris  : Frans Sugana Tambunan 

Anggota:  

1. Darmawan 

2. Hj.Hendriani 

3. Syofni Herawati 
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4. Kurniawansyah 

5. Muhili Amin 

6. Fadlan 

b. Komisi II 

Ketua  : Suprapti 

Wakil  : Syaiful 

Seketaris  : Anti Yosefa 

Anggota: 

1. Kasiono 

2. Sutiono 

3. Rr. Nully Kurniasih 

4. M.Fahri 

5. Maya Fitria Siregar 

6. Novrial 

7. Risko Elwindo Aljufri 

8. Sri Fatmawati 

c. Komisi III 

Ketua  : Umar Faruk 

Wakil  : M.Redho Kurniawan 

Seketaris  :Joni Ismed 

Anggota: 

1. M.Yasir 

2. Junedi Singarimbun 
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3. Abdul Rauf 

4. Fuad Safari 

5. Mertua Muda Siregar 

6. Hizbullah 

7. Naim 

8. Suherman 

d. Komisi IV 

Ketua  : H.Jasrul 

Wakil  : Achmad Rasid 

Seketaris  : Maria Magdalena 

Anggota : 

1. Eko Setiawan 

2. Muslim 

3. M.Nasir 

4. Abdullah Taif 

5. Jefrizen 

6. M.Zayady 

7. Kemas Faried Alfarelly 

8. Ambo Lau 

e. Badan Kehormatan 

Ketua  : Risko Elwindo Al Jufri 

Wakil  : Muhammad Zayadi 

Anggota : 
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1. Eko Setiawan 

2. Frans Sugama Tambunan 

3. Hendriani 

f. Badan Pembentukan Peraturan Daerah(Bapemperda) 

Ketua : Kemas Farid Alfarelly 

Wakil : Jefrizen 

Seketaris : Muklis 

7. Program Pembentukan Perda Kota Jambi periode 2019-2020 

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA  KOTA JAMBI TAHUN 

2019. 

NO JUDUL RANPERDA  KET  

1 2 3 

1 

Ranperda tentang Pembentukan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD)  

Selesai 

2 

Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 

Tahun 1974 tentang Pendirian 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Madya Jambi.  

Selesai 

3 

Ranperda tentang Penanganan Fakir 

Miskin 

Selesai 

4 

Ranperda tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Selesai 
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5 

Ranperda tentang Perubahan Atas Perda 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Sampah 

Selesai 

6 

Ranperda tentang tentang Perubahan 

Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Retribusi Jasa Umum  

Selesai 

7 

Ranperda tentang tentang Perubahan 

Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Retribusi Jasa Usaha 

Selesai 

8 

Ranperda tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Jambi 

Selesai 

9 

Ranperda Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota 

tahun 2018 

Selesai 

10 

Ranperda Tentang APBD-P Tahun 

Anggaran 2019 

Selesai 

11 

Ranperda Tentang APBD Tahun 

Anggaran 2020 

Selesai 

12 

Ranperda tentang Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR).  

Belum Selesai 

13 

Ranperda tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Kota Jambi kepada 

Belum Selesai 
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Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

Mayang Kota Jambi.  

14 

Ranperda tentang Penataan Kecamatan 

dan Kelurahan 
Belum selesai 

15 

Ranperda tentang Penyelenggaraan 

Kepemudaan dan  Keolahragaan  

Belum selesai 

16 Ranperda tentang Kerjasama Daerah Belum selesai 

17 

Ranperda tentang Kepalang Merahan 

Indonesia 
Belum selesai 

 

Dari Tabel diatas pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi tahun 

2019 Jumlah program pembentukan perda Kota Jambi tahun 2019 ada 17 

Ranperda. Ranperda yang telah disahkan menjadi perda 11 terdiri dari ; Perda 

Rutin Tahunan 3 Ranperda, dan Perda Baru/Revisi 8 Ranperda. Raperda yang 

disampaikan oleh pihak pengusul 6 Ranperda. Target 2019 17 Ranperda dan 

yang Terealisasi 11 Ranperda. 

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA  KOTA JAMBI TAHUN 

2020. 

NO JUDUL RANPERDA  KET  

1 2 3 

1 

Ranperda tentang Penyelenggaraan 

Kepemudan dan Keolahragaan 

Dalam Pembahasan 

2 Ranperda tentang Rumah Susun Dalam Pembahasan 
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3 Ranperda tentang Kerja Sama Daerah Dalam Pembahasan 

4 

Ranperda tentang Rencana Detail Tata 

Ruang(RDTR) 

Luncuran 

Propemperda Tahun 

2019 

5 

Ranperda tentang Penataan Kecamatan 

dan Kelurahan 

Luncuran 

Propemperda tahun 

2019 

6 Ranperda tentang Barang Milik Daerah Baru 

7 

Ranperda tentang tentang Penyetaraan 

Modal ke Bank 9 Jambi 
Baru 

8 

Ranperda Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota 

tahun 2019 

Rutin  

9 

Ranperda tentang APBD-P Tahun 

Anggaran 2020 
Rutin  

10 

Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 

2021 

Rutin  

11 

Ranperda Tentang Kepalang Merahan 

Indonesia 

Luncuran 

Propemperda tahun 

2019/ Inisiatif DPRD 

 

Dari Tabel diatas Jumlah program pembentukan perda Kota Jambi 

tahun pada tahun 2020, melalui badan hukum Setda Kota Jambi, 
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mengusulkan sepuluh Perda dan akan segera dibahas. Selain itu ditambah 

satu perda inisiatif dari DPRD Kota Jambi. Adapun perda-perda yang 

diusulkan tersebut terdiri dua perda baru dan beberapa sisa perda pada tahun 

sebelumnya dan perda rutin lainnya. Seperti Ranperda tentang rumah susun 

dan Ranperda tentang penyetaraan modal ke Bank Jambi, yang merupakan 

usuklan perda baru tahun ini. 

Kemudian beberapa Propemperda tahun 2019 seperti, Ranperda 

tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Ranperda tentang 

penyelenggaraan dan kepemudaan, Ranperda penataan kecamatan dan 

kelurahan , Ranperda tentang kerjasama daerah, dan Ranperda tentang 

pengelolaan barang milik daerah. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

 

A. Fungsi DPRD dalam Pembahasan Dan Penetapan  Peraturan Daerah 

Kota Jambi. 

Dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan 

Daerah, kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggara Pemerintah Daerah 

membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan 

otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Perda yang 

ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD harus lebih banyak 

berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya sebagai insan 

politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan 

bahasa hukum peraturan daerah, karena hal tersebut dapat diserahkan kepada para 

ahli dalam bidangnya masing-masing. Praktek pemerintahan daerah yang ada 

seringkali menggambarkan bagaimana para anggota DPRD sibuk menyusun 

peraturan daerah sampai pada hal yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari 

dengan keahlian yang cukup. Akhirnya yang muncul adalah perdebatan 

berkepanjangan tentang sesuatuhal oleh mereka yang sama-sama tidak paham 

mengenai substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat 

menyelesaikannya dengan baik. 
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Sebagaimana diatur dalam Pasal 150  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah Fungsi Pembentukan Perda Kabupaten/kota 

sebagaimana dalam pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara : 

a. Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak 

menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota; 

b. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; 

c. Menyusun  program pembentukan Perda Kabupaten/ Kota bersama 

Bupati/Wali Kota.
34

 

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di Kota Jambi memperhatikan 

beberapa aspek yang bersifat legislasi dan non legislasi. 

1. Aspek Non Legislasi 

Pada pelaksanaan fungsi legislasi yang dilihat dari aspek non 

legislasi adalah sebagai berikut:  

a) Komunikasi  

Komunikasi yang dibangun oleh legislator DPRD Kota Jambi  

adalah komunikasi aktif dua arah berkenaan dengan kondisi yang 

berkembang di Kota Jambi. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan 

hidup yang perlu dilakukan legislasi dan menjadi dasar untuk 

pelaksanaan fungsi pemerintahan Kota Jambi. 

b) Sumber Daya (Resouces)  

Fungsi legislasi di DPRD Kota Jambi yang dalam hal ini 

meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas 
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mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau 

kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung 

jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan 

rancangan peraturan daerah 

c) Komitmen.  

Sikap dan komitmen DPRD Kota Jambi terhadap program-

program kesejahteraan rakyat. Komitmen ini diwujudkan dalam 

rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD sendiri atau inisiatif 

Pemerintah Kota Jambi. Komitmen ini harus diperkuat melalui 

pembahasan raperda yang cepat sehingga dapat cepat disahkan dan 

diimplementasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kota 

Jambi. 
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2. Aspek Legislasi 

Pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Jambi dilakukan 

dengan beberapa kegiatan yakni:  

a) Penyusunan rancangan peraturan daerah.  

Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan 

rancangan peraturan daerah berdasarkan inisiatif pemerintah dan 

inisiatif DPRD. Di DPRD Kota Jambi untuk tahun 2019-2020 ranperda 

inisiatif pemerintah berjumlah 10 raperda dan inisiatif DPRD 

berjumlah 1 Raperda.  

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan DPRD Kota Jambi  Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi, dinyatakan bahwa 

dalam fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara: 

 

a. Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama 

Kepala Daerah; b. Membahas bersama kepala daerah dan 

menyetujui rancangan peraturan daerah; c. Mengajukan usul 

rancangan peraturan daerah;  

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sartono,SH.,M.Hum 

Pimpinan Pansus (Panitia Khusus) DPRD Kota Jambi mengatakan 

bahwa:  

Setiap rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD itu 

sendiri yang disebut dengan perda inisiatif bisa juga yang 
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diajukan oleh Walikota Jambi. Dan setiap rancangan perda 

yang diajukan tersebut harus ada penjelasan dan keterangan 

dan juga harus disertai naskah akademik.
35

 

 

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan DPRD Kota Jambi  

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi 

dinyatakan bahwa: (1) Rancangan perda dapat berasal dari DPRD 

atau Kepala Daerah; (2) Rancangan perda yang berasal dari DPRD 

atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan  dan/ atau 

naskah akademik.  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kemas Farid Al-

Farelly, SE selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi mengatakan 

bahwa:  

Dalam program pembentukan peraturan daerah ditetapkan 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas 

pembentukan peraturan daerah, yang nantinya akan ditetapkan 

dengan kesepakatan bersama antara DPRD Kota Jambi dengan 

Wali Kota Jambi.
36

 

Adapun Dan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan DPRD Kota Jambi  

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Jambi 

dinyatakan bahwa:  Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat 

diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan 
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. Sartono,SH.,M.Hum, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2020. 
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 Kemas Farid Al-Farelly, SE, wawancara pada tanggal 9 Juni 2020 
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Pembentukan Peraturan Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapem 

Peraturan Daerah.  

b) Pembahasan 

Setelah tahap rancangan, selanjutnya masuk dalam tahapan 

pembahasan, yaitu sebagai berikut:  

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi dilakukan 

oleh DPRD Kota Jambi bersama Wali Kota Jambi. 

- Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat 

pembicaraan. 

- Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat 

komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Kota Jambi yang 

khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. 

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi dapat ditarik kembali 

sebelum dibahas bersama oleh DPRD Kota Jambi dan Wali Kota 

Jambi. 

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi yang sedang dibahas 

hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama 

DPRD Kota Jambi dan Wali Kota Jambi.  

Sedangkan tata cara penetapan Peraturan Daerahdiantaranya adalah : 

a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi yang telah disetujui bersama 

oleh DPRD Kota Jambi dan Wali Kota Jambi disampaikan oleh pimpinan 

DPRD Kota Jambi kepada Wali Kota Jambi untuk ditetapkan menjadi 

Peraturan Daerah Kota Jambi.  
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b. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 

bersama.  

c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi ditetapkan oleh Wali Kota Jamb 

i dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut 

disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.  

d. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana tidak 

ditandatangani oleh Wali Kota Jambi dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tersebut 

disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tersebut sah 

menjadi Peraturan Daerah Kota Jambi dan wajib diundangkan.  

e. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi kalimat 

pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.  

f. Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan 

Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Kota 

Jambi dalam Lembaran Daerah. 

g. Untuk pengundangan, Perda Kota Jambi diundangkan dalam bentuk 

Lembaran Daerah, dan itu dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 

B. Kendala dalam dan upaya dilakukan dalam Pembahasan dan Penetapan 

Peraturan Daerah di DPRD Kota Jambi  

Adapun kendala dalam dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan 

Daerah di DPRD Kota Jambi antara lain:  
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1. Persepsi dan pemahaman yang berbeda antara Pemerintah Daerah dengan 

Anggota DPRD. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munawar. D,S.H.I Kasubbag Produk 

Hukum  pada Bagian Hukum Setda Kota Jambi mengatakan  bahwa:  

ñHukum adalah produk politik dan dibentuk di lembaga legislatif yang 

memang anggotanya dari berbagai latar belakang baik pendidikan yang 

berbeda maupun partai politik yang berbeda. Sehingga tumbulnya persepsi 

dan pemahaman yang berbeda antara Pemerintah Daerah dengan DPRD 

dalam proses pembentukan peraturan daerah merupakan dinamika yang 

wajar-wajar saja selagi pada koridor hukum dan etika. Karena semua 

adalah untuk memperjuangan kepentingan masyarakat. 
37

 

 

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan 

DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah ataupun 

peraturan daerah  untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi 

masing-masing sehingga di antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan 

kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing 

satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Segala aktivitas yang 

dilaksanakan oleh eksekutif berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi 

pembiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD. Dalam pelaksanaannya, DPRD 

melakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan. 

Dalam bentuk yang lain, hubungan antara kedua organ atau lembaga 

daerah ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kanflik, tetapi juga dapat 

berbantuk kolutif yang diwarnai dengan money politic. Bidang-bidang kegiatan 

yang berpeluang untuk terjadinya money politic, yaitu dalam penyusunan 
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RAPBD, penyusunan keuangan DPRD, penyusunan Raperda, pengawasan oleh 

DPRD, pertanggung jawaban Kepala Daerah, pengangkatan sekertaris daerah.  

Selama ini, masih sering ditemukan adanya persepsi yang berbeda antara 

pihak eksekuif dan legislatif daerah. Hal ini dapat menimbulkan disharmoni, yang 

bermuara pada konflik antar kedua pihak tersebut. Dalam hal penyusunan Perda 

yang mayoritas diinisiasi oleh pihak Pemda tidak sesuai dengan keinginan DPRD. 

Penentuan alokasi anggaran pun sering menghadapi kendala, baik dalam hal 

proses, indikator maupun besarannya. Terlebih jika melihat pada mekanisme 

pengawasan yang jamak dikeluhkan oleh pihak eksekutif, karena tidak adanya 

kesamaan pada fase perencanaan. Berbagai permasalahan tersebut, disebabkan 

oleh belum terbangunnya tata hubungan/mekanisme yang terstruktur dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenang antara Pemerintah daerah dan DPRD. 

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dalam 

perancangan peraturan daerah. 

Salah satu faktor yang menyebabkan kendala dalam pembentukan 

peraturan daerah di Kota Jambi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang 

mempunyai keahlian dalam perancangan peraturan daerah.  Menurut kapala 

bagian hukum dan persidangan Dwi Rekoniawan,SH mengatakan bahwa:  

ñDi Kota Jambi dalam pembentukan peraturan daerah terkendala dengan 

kurangnya pejabat fungsional sebagai perancang peraturan daerah, sehingga 

dalam penyusunan perancangan peraturan daerah tersebut masih 

mengandalkan keterlibatan instansi vartikal seperti Kementerian Wilayah 

Hukum dan HAM Jambi dan Tenaga Ahli dari Universitas dan Perguruan 

Tinggi Negeri lainnya di Kota ambi dalam pembentukan peraturan daerah 

tersebut.
38
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3. Keterbatasan anggaran. 

Pembuatan dan pembentukan peraturan daerah selalu terjadi pada setiap 

tiap-tiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam setiap 

gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. 

Untuk setiap tahun anggaran, di Kota Jambi selalu dikeluarkan Peraturan Daerah. 

Mengenai terbentuknya peraturan daerah tiap-tiap tahun anggaran di Kota Jambi 

disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia yang ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi sebelumnya.  

Pelaksanaan pembentukan suatu peraturan daerah sangat tergantung 

dengan dana yang tersedia untuk itu, mengenai dana dalam pembentukan 

peraturan daerah di Kota Jambi diterangkan oleh bapak Kemas Farid Alfarelly,S.E  

Ketua Bapemperda Kota Jambi mengatakan bahwa:  

ñPeraturan daerah merupakan proyek daerah, sehingga sudah barang tentu 

untuk pelaksanaan dari pembentukan dari perancangan peraturan daerah 

disediakan dana. Dana yang tersedia untuk pembuatan dan pembentukan 

peraturan daerah itu berasal dari APBD Kota Jambi yang jumlahnya sudah 

ditentukan sebelumnyaò.
39

 

 

Pendapat di atas ditambahkan pula oleh Bapak Munawar. D,S.H.I 

Kasubbag Produk Hukum  pada Bagian Hukum Setda Kota Jambi yang 

menyatakan bahwa:  

ñSudah barang tentu untuk pembentukan peraturan daerah itu ada dananya 

yang telah disiapkan sebelumnya di dalam APBD, dimana dana yang 

diberikan atau diserahkan besarannya ditentukan dengan peraturan daerah. 

Penggunaan dana tersebut diperuntukkan terhadap semua peraturan 

daerah, baik yang berasal dari prakarsa legislatif maupun dari prakarsa 
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eksekutif sepanjang hal itu telah diusulkan dalam penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang dikeluarkan sebelumnya.
40

 

 

Dari keteranga-keteragan di atas, dapat diketahui bahwa untuk 

pembentukan peraturan daerah disediakan dana yang ditetapkan dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan tahun 

anggaran. Dan dana untuk pembentukan peraturan daerah itu disiapkan 

sebelumnya di dalam APBD, dimana dana yang diberikan atau diserahkan 

besarannya ditentukan dengan peraturan daerah. Penggunaan dana tersebut 

diperuntukkan terhadap semua peraturan daerah, baik yang berasal dari prakarsa 

legislatif maupun dari prakarsa eksekutif sepanjang hal itu telah diusulkan dalam 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikeluarkan 

sebelumnya. 

C. Solusi DPRD Kota Jambi dalam pembahasan dan penetapan Perda 

Solusi yang diterapkan dalam pembahasan dan penetapan Perda adalah 

sebagai berikut:  

1. Penguatan Dimensi Institusional (Struktur Kelembagaan)  

Fungsi legislasi DPRD pada dimensi Institusional (Struktur Kelembagaan) 

dalam penelitian ini diarahkan kepada penguatan fungsi legislasi DPRD terhadap 

alat kelengkapan DPRD berupa Balegda sebagai badan yang khusus menangani 

bidang legislasi, penguatan fungsi legislasi DPRD pada sistem pendukung DPRD, 

serta penguatan DPRD melalui lembaga penelitian yang bernaung di bawah 

DPRD. 
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2. Penguatan Fungsi Legislasi Melalui Sistem Pendukung  

a) Sekretariat DPRD.  

Penguatan kelembagaan Sekretariat DPRD melalui:  

1) Penguatan Status Kepegawaian Sekretariat DPRD  

2) Penguatan Sarana dan Prasarana  

b) Kelompok Pakar atau Tim Ahli  

DPRD Kota Jambi untuk memperkuat fungsi legislasi 

DPRD sekaligus dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang 

DPRD perlu segera membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli 

yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. 

1. Penguatan Fungsi Legislasi DPRD melalui Lembaga Penelitian Yang 

Bernaung Dibawah DPRD  

Penguatan fungsi legislasi khususnya dalam proses 

pembentukan Perda, DPRD disarankan untuk membentuk Kelompok 

Kerja yang berkaitan dengan riset/ penelitian dan Perancangan serta 

pembentukan Peraturan perundang-undangan. Kelompok kerja 

tersebut dituangkan dalam pembentukan suatu lembaga penelitian 

yang bernaung di bawah DPRD. 

2. Strategi Penguatan Dimensi Individual  

Penguatan Fungsi legislasi DPRD melalui dimensi Individual 

berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme 

maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :  

1) Faktor kualitas pendidikan anggota DPRD  
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2) Faktor Pengalaman  

3. Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Anggaran  

a) Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Dimensi Anggaran 

berdasarkan Asas Efisiensi dan Asas Efektifitas  

Penguatan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah melalui dimensi anggaran berdasarkan asas 

efisiensi diarahkan agar anggaran DPRD digunakan sesuai batasan-

batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka 

menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD secara 

optimal. Penguatan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah melalui dimensi anggaran berdasarkan asas 

efektifitas diarahkan agar anggaran DPRD digunakan secara efektif 

sehingga tercapai tujuan secara tepat  

b) Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Dimensi Anggaran 

berdasarkan Asas Otonomi  

Penguatan fungsi legislasi melalui pengaturan otonomisasi 

bagi DPRD menurut analisa penulis telah memenuhi konsep 

demokrasi konstitusional yang ada dalam UUD 1945 yaitu dalam 

konsep negara hukum menuntut penyelenggaraan pemerintahan 

harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta asas-

asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 
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4. Penguatan Dimensi Regulasi  

a) Penguatan Fungsi Legislasi DPRD terhadap Regulasi Kedudukan 

DPRD  

Kedudukan DPRD lebih banyak diatur dengan Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Surat Edaran 

menjadi hambatan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi 

karena DPRD harus selalu berada pada arahan Menteri Dalam 

Negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. DPRD justru 

kehilangan esensinya sebagai badan perwakilan rakyat karena 

kegiataannya justru didominasi oleh kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan yang seharusnya menjadi tugas eksekutif.  

b) Penguatan Fungsi Legislasi DPRD terhadap Aturan Mekanisme 

Partisipasi Publik (Rakyat)  

Partisipasi publik namun hingga saat ini belum ada 

pengaturan mengenai bentuk mekanisme partisipasi publik itu 

sendiri. Penyerapan aspirasi oleh DPRD hingga saat ini belum 

menggunakan mekanisme partisispasi publik secara tepat dan 

ilmiah. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah yang 

disampaikan baik secara langsung oleh masyarakat kepada DPRD.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab IV peneliti 

dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Fungsi DPRD dalam Pembahasan Dan Penetapan  Peraturan Daerah Kota 

Jambi dalam  melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi 

kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggara 

Pemerintah Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah 

dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan 

aspirasi masyarakat. Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Kendala dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah di DPRD 

Kota Jambi Adapun kendala dalam dalam Pembahasan dan Penetapan 

Peraturan Daerah di DPRD Kota Jambi yaitu Persepsi dan pemahaman 

yang berbeda antara Pemerintah Daerah dengan Anggota DPRD, 

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dalam 

perancangan peraturan daerah dan Keterbatasan anggaran. 

3. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi semua kendala dalam pembahasan 

dan penetapan Perda adalah Penguatan Dimensi Institusional (Struktur 

Kelembagaan), Penguatan Fungsi Legislasi Melalui Sistem 

Pendukung,Penguatan Fungsi Legislasi DPRD melalui lembaga penelitian 
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yang bernaung dibawah DPRD,Penguatan dimensi Individual, Penguatan 

Fungsi Legislasi DPRD melalui Anggaran,Penguatan dimensi Regulasi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis temukan pada bab-bab 

terdahulu, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikanuntuk 

meningkatkan fungsi DPRD Kota Jambi dalam pembahsan Peraturan Daerah 

Kota Jambi, yaitu ; 

1. Untuk penyusun menyarankan bahwa dalam pembahasan penyusunan 

serta penetapan Peraturan Daerah agar aspirasi benar-benar diperhatikan 

dan masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, sehingga kelak agar produk 

hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari 

masyarakat serta pelaksanaanya berjalan efektif. 

2. Untuk pemerintah dengan adanya hak inisiatif pemerintah daerah 

diharapkan untuk dapat menggunakan hak inisiatifnya tersebut secara 

lebih efektif dan pro-aktif dalam pembuatan Peraturan Daerah dengan 

menyesuaikan kepentingan masyarakat yang beragam. 

3. Untuk DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dituntut 

mengutamakan kepentingan masyarakat, untuk itu diharapkan adanya 

kerjasama yang maksimal antara kepala daerah Walikota dengan DPRD 

sehingga menghasilkan suatu perda yang mempunyai aspek keadilan 

kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
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